DISPARITAS PUTUSAN DALAM SENGKETA
WANPRESTASI EKONOMI SYARI’AH TENTANG GANTI
RUGI (TA’WID)

¥ Q 4

TESIS

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI’AH
DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTAUNTUK MEMENUHI SEBAGIAN
DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
MAGISTER HUKUM

OLEH:
AHMAD MUHRIS, S.H.
23203012028

PEMBIMBING:
DR. H. ABDUL MUJIB, MA.G.

MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025



DISPARITAS PUTUSAN DALAM SENGKETA
WANPRESTASI EKONOMI SYARI’AH TENTANG GANTI
RUGI (TA’WID)

TESIS

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI’AH
DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTAUNTUK MEMENUHI SEBAGIAN
DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
MAGISTER HUKUM

OLEH:
AHMAD MUHRIS, S.H.
23203012028

PEMBIMBING:
DR. H. ABDUL MUJIB, MA.G.

MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025



Abstrak

Penelitian ini fokus pada disapritas putusan hakim tentang ganti rugi
(Ta'wid) dalam perkara wanprestasi yang sama oleh hakim yang sama
dipengadilan yang sama. Di mana salah satu putusan dalam dua perkara ini, hakim
dalam menjatuhkan putusan tidak merujuk pada peraturan perundang-undangan
dengan jelas yang memperkuat alasan dari pertimbangannya, namun hakim hanya
mendasarkan putusannya tersebut pada angka nominal tanggungan termohon.
Dari fenomena ini perlunya dilakukan penelitian terkait 1. Bagaimana
pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan ganti rugi (7a 'wid) dalam sengketa
wanprestasi Ekonomi Syariah ? 2. Mengapa terjadi disparitas putusan hakim
dalam penjatuhan ganti rugi (7a’'wid) dalam sengketa wanprestasi Ekonomi
Syariah?

Penelitian ini  menggunakan penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian
library reseach yang bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan normatif.
Adapun sumber datanya adalah 1) primer yang berupa putusan hakim dan hasil
wawancara kepada hakim; 2) data sekunder yang berupa peraturan perundang-
undangan dan literatur yang berhubungan dangan objek Penelitian, sedangkan
teknik pengambilan datanya yaitu, dukumentasi dan wawancara. Adapun teori
yang digunakan adalah teori disparitas putusan.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: 1. Pertimbangan Hakim pada dua
perkara tersebut mengacu pada; a) Norma Perundang-Undangan, b) Penilaian
hakim terhadap bukti kerugian riil, c¢) Penilaian unsur wanprestasi dalam akad
syariah. 2. Adanya disparitas putusan ganti rugi pada dua perkara tersebut
dipengaruhi  tign faktor vyaitu a) Epistemologi (penegtahuan hakim), b)
Metodologis (istinbat hukum hakim); ¢) Empiris (kualitas pembuktian). Penelitian
ini jauh dari kata sempurna sehingga perlu dilakukan penelitan lebih lanjut seperti
diteliti dari aspek penalaran hakim (Istidlal al-Hukmi/Legal reseoning) baik dari
dari kacamata filsafat hukum dan ushul figih dan lain sebagainya.

Kata Kunci: Disparitas, Putusan, Hakim, Ganti Rugi



Abstrac

This study focuses on the disparity of judicial decisions concerning
compensation (Ta wid) in identical breach of contract cases decided by the same
judge within the same court. In one of the two cases, the judge, in rendering the
decision, did not clearly refer to statutory regulations to strengthen the legal
reasoning underlying the consideration, but instead based the decision solely on
the nominal amount of the respondent’s financial obligation. Based on this
phenomenon, it is necessary to conduct research addressing the following issues:
(1) how judges formulate legal considerations in awarding compensation
(Ta 'wid) in Sharia economic breach of contract disputes; and (2) why disparities
occur in judicial decisions regarding the awarding of compensation (Ta wid) in
Syariah economic breach of contract disputes?.

This research employs a qualitative method, using descriptive-analytical
library research with a normative approach. The data sources consist of: (1)
primary data in the form of judicial decisions and interviews with judges; and (2)
secondary data comprising statutory regulations and literature relevant to the
object of the study. The data collection techniques include documentation and
interviews. The theoretical framework applied in this study is the theory of
judicial decision disparity.

The results of the study indicate that: (1) the judges’ considerations in the
two cases refer to: (a) statutory norms, (b) judges’ assessment of evidence of
actual losses, and (c) evaluation of the elements of breach of contract within
Sharia-based agreements; and (2) the disparity in compensation decisions in the
two cases is influenced by three factors, namely: (a) epistemological factors
related to judges’ knowledge, (b) methodological factors concerning judges’ legal
reasoning and methods of istinbat, and (c) empirical factors related to the quality
of evidence. This study is not without limitations and therefore calls for further
research, particularly from the perspective of judicial reasoning (istidlal al-
Hukmi or legal reasoning), examined through the lenses of legal philosophy and
ushul al-figh, among other approaches.

Keywords: Disparity, Judicial Decision, Judge, Compensation
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Terlambatnya pemberian (Allah, meski sudah dimohonkan berulang-ulang,
janganlah buatmu patah harapan. Karena dia telah menjamin untuk mengabulkan
permintaanmu sesuai dengan apa yang Dia pilihkan untukmu, bukan menurut

keinginan engkau sendiri. Juga dalam waktu yang Dia kehendaki, bukan pada
waktu yang engkau inginkan (Ibnu Athaillah As-Sakandari)

_Yakin Usaha Sampai_
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Penyusun bisa termotivasi menyelesaikan Tesis ini dan sebagai bentuk
pemenuhan janji bahwa Penyusun akan menyelesaikan studi di tingkat Strata
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam
penelitian tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama
dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997
dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Hurut latin Nama

\ Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan

= ba’ B be

O Ta’ T te

&y Sa’ S es (dengan titik di atas)
z Jim J je

z Ha’ H ha (dengan titik di bawah)
z Kha’ Kh ka dan ha

N Dal D de

3 Zal Z ze (dengan titik di atas)
D) Ra’ R er

) Zai Z zet

o Sin S es

g Syin Sy es dan ye
U Sad S es (dengan titik di bawah)
U Dad D de (dengan titik di bawah)
L Ta’ T te (dengan titik di bawah)
L Za’ Z zet (dengan titik di bawah)
& ‘Ain ‘ Koma terbalik di atas




a Gain G e
Fa’ F ef
S Qaf Q qi
& Kaf K ka
J Lam L ‘el
e Mim M ‘em
O Nun N ‘en
9 Waw w w
° Ha’ H ha
3 Hamzah [ apostrof
S Ya’ Y ye
B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap
ditulis Sunnah
ditulis ‘Ulah
C. Ta’ Marbatah di akhir kata
1. Bila dimatikan ditulis dengan h
sl ditulis al-Ma’idah
Al ditulis Islamiyyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam

bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki

lafal aslinya).




2. Bila dikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah,

maka ditulis dengan h.

Al 4 e ditulis Mugaranah al-Mazahib
D. Vokal Pendek
1. S S8 fathah ditulis a
2. i kasrah ditulis i
3. e dammah ditulis u
E. Vokal Panjang
Fathah + alif ditulis a
L (i ditulis Istihsan
Fathah + ya’ mati ditulis a
2. %t . v ;=
K ditulis Unsa
Kasrah + ya’ mati ditulis I
3. _
S ditulis al-Alwani
Dammah + wawu mati ditulis U
4,
ask ditulis ‘Ulim
F. Vokal Rangkap
. Fathah + ya’ mati ditulis Ai
' &g ditulis Gairihim
) Fathah + wawu mati ditulis Au
' Jé ditulis Qaul
G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan
Apostrof
Qﬁ ditulis a’‘antum
s ditulis u’iddat
afi g ditulis la’in syakartum

Xi




H. Kata Sandang Alif +Lam
1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

Ji ditulis Al-Qur’an

sl ditulis al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf
Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf | (el) nya.

iju)n ditulis ar-Risalah

ol ditulis an-Nisa’

I.  Penelitian Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

g ditulis Ahl ar-Ra'yi

adl ditulis Ahl as-Sunnah
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KATA PENGANTAR
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Isu mu’amalat, khususnya Mu'amalah Iqgtisadiyah (Ekonomi Syariah),
berkembang sangat pesat akhir-akhir ini. Evolusi ini dimulai tahun 1991 dengan
berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI), lembaga perbankan syariah paling
awal di Indonesia. Setelah lahirya institusi tersebut, muncul lah institusi lain di
bidang Perbankan Syariah atau yang berbentuk Koprasi Syariah dengan berbagai
macam jenis lembaganya, seperti Pasar Modal Syariah, Pengadaian Syariah,
Asuransi  Syariah, Baitul Mal Wat Tamlik (BMT), Lembaga Zakat dan lain
sebagainya. Karena adanya kesamaan kepentingan antara para mitra dalam urusan
ekonomi, kenyataan ini menimbulkan benturan dengan maraknya praktik
muamalah di masyarakat.

Dengan adanya konflik diantara masyarakat akibat dari praktik muamalah
ini kemudian disebut dengan istilah sengketa Ekonomi Syariah. Dengan adanya
sengketa ini yang begitu banyak akibat dari prilaku masyarakat dalam
bermuamalah, tentunya membutuhkan suatu solusi untuk memberikan Kkepastian
hukum. Dalam persoalan hukum tentunya bukan hanya kepastian hukum yang
dicari tentunya juga keadilan itu sendiri. Maka dari itu, harus ada suatu peraturan
yang kuat sebagai acuan dalam menjamin kepastian hukum dan menegakkan

keadilan.

' Abdul Mughits, “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ( KHES ) Dalam Tinjauan

Hukum Islam,” Al-Mawarid:Jurnal Hukum Islam, Vol. 18 (2008), him. 141-59.



Dengan masifnya praktik Ekonomi Syariah yang mengakibatkan
banyaknya persengketaan dibidang ekonomi, tentu harus ada penyelesaian
sengketa tersebut. Penyelelesaian sengketa di Indonesia ada dua cara, yaitu: 1.
Jalaur Litigasi, seperti Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara,
Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri dan lain sebagianya, 2. Jalur Non-Litigasi,
seperti Badan Arbitrase Nasional (BANI), Badan Arbitrase Syariah
(BASYARNAS), Lembaga Mediasi, Lembaga Konsultasi dan lain sebagainya.
Dalam sengketa yang berbasis syariah (Ekonomi Syariah) maka yang berhak atau
yang mempunyai kewenangan dalam mengadili di jalur litigasi adalah Pengadilan
Agama.’

Kopetensi PA menangani kasus ekonomi syariah ialah UU No0.3/2006
tentang Perubahan Atas UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama, yang
menyatakan:

“PA punya tugas dan wewenang meriksa, mutus, dan membereskan
perkara di tingkat pertama bagi muslim di bidang: a) Pernikahan; b) Waris; c)
Wesiat; d) Hiba; e) Wekaf, f) Zakat, g) Infak; h) Sodekoh; dan i) Ekonomi
Syariah”.’

Kemudian ketentuan tersebut juga diatur lebih lanjut dalam Pasal 55 UU
No. 21/2008 Tentang Perbankan Syariah yang berbunyi ‘Pengadilan di
lingkungan PA menangani kasus Perbankan Syariah.” Ketentuan dalam Pasal 55

ayat (1) UU No. 21/2008 dan Pasal 49 UU No. 3/2006 dimaksudkan untuk

? Husni Kamal, “Analisis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan MK No.
93/PUU-X/2012,” Al-Mashaadir, Vol.1: 1 (2012), him.1-11.
> Pasal 49.



menegaskan dan menyelaraskan bahwa Peradilan Agama mempunyai yurisdiksi
atau kompetensi untuk mengurusi permasalahan Ekonomi Syariah, terkhusus di
bidang Perbankan Syariah. PA dalam menyelesaian kasus Ekonomi Syariah
tujuannya sama halnya agama lainnya yaitu untuk menyelenggarakan kekuasaan
kehakiman dalam penegakan keadilan, kepastian, kemanfaatan dalam hal sengketa
Ekonomi Syariah. Tujuan kekuasaan kehakiman tersebut diuraikan lebih lanjut
dalam UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa: “hakim dan hakim
konstitusi wajib menyelidiki, menjunjungtinggi, dan memahami asas hukum serta
keadilan di kehdupan masyarakat.””

Dengan begitu, PA punya wewenang mutlak menangani kasus Ekonomi
Syariah. Kasus yang telah menjadi kewenang Pengadilan Agama tentu tidak lepas
dari meningkatnya kasus Ekonomi Syariah yang terdaftar di Pengadilan. Kasus
Ekonomi Syariah berdasarkan direktori putusan MA Rl  di Peradilan Agama
berjumlah 3889 perkara (per tanggal 29 Juli 2025).° Sedangkan pada tahun 2025

Per tanggal 29 Juli 2025 putusan perkara Ekonomi Syariah mencapai 268

putusan.” Adapun jumlah putusan perkara Ekonomi Syariah dari tahun 2021

* Dewi Sukma Kristianti, “Kajian Model Penalaran Hukum Yang Dilakukan Hakim Atas
Denda Ta ’ Zir Pada Akad Pembiayaan Murabahah,” Pandecta, Vol. 16: 2 (2021), him. 300-318.
% pasal 5 ayat (1).

“Putusan  Ekonomi Syariah,” Direktori Putusan Mahkamah Agung RI,
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/ekonomi-syari-ah-1.html, akses 29
Juli 2025,.

” “Putusan Putus Tahun 2025 Ekonomi Syariah,” Direktori Putusan Mahkamah Agung
RI, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index’kategori/ekonomi-syari-ah-
Vtahunjenis/putus/tahun/2025.html, akses 29 Juli 2025.



sampai pada Juli 2025 putusan sengketa Ekonomi Syariah berjumlah 2.118

dengan rincian sebagai berikut;®
Tabel No.1 : Jumlah Putusan Pertahun

Sengketa Ekonomi Syariah

Tahun Jumlah
2021 473
2022 404
2023 463
2024 510
2025 268

Berdasarkan data di atas, menunjukan bahwa perkar Ekonomi Syari’ah di
PA mayoritas diisi persoalan sengketa wanprestasi dan perbuatan melawan hukum
(PHM) akibat dari terjadinya kontrak dengan prinsip syariah.’

Dari sekian PA tingkat pertama di Indonesia yang menangani perkara
Ekonomi Syariah, Pengadilan Agama (PA) di wilayah Daerah Istimewa
Yogyakata (DIY) yang paling banyak menanganinya, yaitu PA Bantul dengan
jumiah perkara 154 kemudian disusul dengan PA Sleman berjumlah 124,

sedangkan PA Yogyakarta menempati peringkat ke 10 dengan jumlah 60 putusan

8 “Putusan Putus Pertahun Ekonomi Syariah,” Direktori Putusan Mahkamah Agung RI,
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/periode/tahunjenis/putus/kategori/ekonomi-syari-
ah-1.html, akses 29 Juli 2025.

° Thalis Noor Cahyadi, “Disparitas Penerapan Ta’zir Dan Ta’wid Akibat Wanprestasi
Dalam Perkara Ekonomi Syariah:Studi Putusan-Putusan Pengadilan Agama Di Lingkungan
Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta,” Disertasi doktor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta, (2024), him. 3.



setelah PA Klaten dengan jumlah perkara 60 juga, sejak dari tahun 2006 sampai
2025.*°
Tabel No.2 : Nama PA Beserta Putusannya

Dari Tahun Ke Tahun

Nama PA Jumlah
PA Bantul 154
PA Sleman 124
PA Surabaya 113
PA Jakarta Selatan 97
PA Magetan 97
PA Purbalingga 92
PA Curup 62
PA Bandung 61
PA Klaten 60
PA Yogyakarta 60

Menariknya dari beberapa jenis sengketa yang masuk di PA adalah terkait
dengan pertimbangan hakim yang memutuskan ganti rugi yang di bebankan pada
tergugat dari jenis sengketa yang sama, oleh samanya pemohon, dan samnya
hakim. Hal ini Penyusun dapat dari putusan hakim di Pengadilan Yogyakarta
dengan perkara Nomor 392/Pdt.G/2021/PA. YK dan Nomor
370/Pdt.G/2020/PA.YK. Dalam sengketa ini adalah terjadi pada sengketa
wanprestasi Mudarabah. Dimana dalam putusan Nomor 370/Pdt.G/2020/PA.YK,

hakim menjatuhkan ganti rugi pada tergugat sebesar 20.000.000. sesuai dengan

19 “putusan  Ekonomi Syariah.”  Direktori  Putusan  Mahkamah  Agung

RI,https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/'kategori/ekonomi-syari-ah-1.html, akses
29 Juli 2025.



permintaan penggugat (hakim mengabulkan seluruh gugatan ganti rugi) dengan
melihat bukti nota kesepakatan antara pihak penggugat dengan para advokat.
Dalam memutus adanya ganti rugi terhadap tergugat, hakim berpedoman pada
pasal 38 KHES dan pasal 1243 dan 1244 dan KUHPerdata, masing-masing dasar
ini  menjelasakan wajibnya ganti rugi apabila debitur dinyatakan wanprestasi
(bukan besaran ganti rugi). Sedangkan dalam penilaian majlis hakim di kaus
Nomor 392/Pdt.G/2021/PA.YK dengan perkara sama, yang melibatkan penggugat
dan hakim yang sama, hakim memutus ganti rugi pada tergugat hanya sebagian
dari tuntutan (20.000.000), yaitu sebesar 5.000.000, ¥. dari tuntutan. Alasan
majlis hakim dalam pertimbangan hukumnya, menyebutkan bahwa nilai hutang
tergugat kurang dari Rp. 500.000.000, maka pantas tergugat wajib membayar
biaya pemprosesan perkara Rp. 5.000.000 yakni % dari tuntutan semula
penggugat. Sayangnya dalam menerapkan pertimbangan tersebut hakim tidak
menyebutkan dasar hukum yang memperkuat alasan dari pertimbangan tersebut.
Tentunya hakim dalam membuat putusan diberikan hak kebebasan dan
keluluasaan dalam menegakkan hukum. Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945.
mengatur hal tersebut. Dengan adanya UU ini, hakim bebas untuk memutus
perkara dengan tidak adanya penafsiran atau keikutsertaan pihak lain. Selain itu,
menurut Oemar Seno Adji sebagai mana dikutip oleh Dewi Sukma Kiristiani
bahwa hakim bebas mengambil keputusan dengan mencari sumber hukum dan
memberikan analisis serta interpretasi hukum..'* Kebebasan hakim dalam

menginterpretasikan sumber-sumber hukum yang berkaitan dengan dua putusan di

! Kristianti, “Kajian Model Penalaran Hukum Yang Dilakukan Hakim Atas Denda Ta zir
Pada Akad Pembiayaan Murabahah.”



atas akan mempengaruhi terhadap pola penafsiran hakim dalam menjatuhkan
hukuman.

Oleh karena itu, objek Penelitian dalam tesis ini adalah pola penafsiran
hakim untuk dilihat dan dianalisis tentang adanya disparitas putusan terhadap
pengenaan Ta'wid dalam putusan. Sehingga judul dalam tesis ini adalah
“Disparitas Putusan Dalam Sengketa Wanprestasi Ekonomi Syariah Tentang
Ganti Rugi (Ta’wid)”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarakan paparan tersebut, perlu kiranya kerucutkan pembahasan masalah
yang akan Penyusun bahas dan teliti dalam Penelitian ini. Beberapa pokok
permasalah yang akan Penyusun teliti adalah sebagai berikut;

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam penjatunan ganti rugi

(Ta 'wid) dalam sengketa wanprestasi Ekonomi Syariah ?

2. Mengapa terjadi disparitas putusan hakim dalam penjatuhan ganti rugi

(Ta 'wid) dalam sengketa wanprestasi Ekonomi Syariah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tentunya dalam tiap riset punya tujuan dan keginaan masing-masing untuk
memberikan kontribusi pengetahuan dalam ranah akademik. Tujuan dan kegunaan
dalam riset ini adalah:
1. Tujuan
Adanya riset ini adalah untuk mengetahui:
a. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan

Ta 'wid dalam sengketa wanprestasi Ekonomi Syariah



b. Untuk mengetahui alasan terjadinya disparitas putusan hakim dalam

penjatuhan Ta 'wid dalam sengketa wanprestasi Ekonomi Syariah
2. Kegunaan
Kegunaan riset ini adalah sebagai berikut:

a. Secara teori. Tesis ini semoga bisa jadi sumbangsih ilmu
pengetahuan dalam khazanah keilmuan dan intelektual tentang pola
pertimbangan dan interpretasi hukum hakim dalam dua perkara
sengketa Ekonomi Syariah yang sama namun putusannya berbeda
dalam penjatuhan ganti rugi (7a 'wid).

b. Secara praktik: Tesis ini semoga jadi salah satu panduan bagi
praktisi-praktisi yang berkecimpung dalam dunia persengketaan
Ekonomi Syariah bahwa perbedaan putusan meskipun sama
perkaranya belum tentu menimbulkan ketidakadilan.

D. Telaah Pustaka

Hal yang dibahas dalam Penelitian ini adalah dapat dikatakan Penelitian yang
tidak sama dari pada Penelitian-Penelitian sebelumnya. Sebagaimana tujuan telaah
pustaka ini untuk tidak terjadi pembahasan yang sama dalam Penelitian atau
duplikasi Penelitian orang lain.**

Penelitian Wanprestasi juga di lakukan oleh saudara Padlan Padilah dan
Oyo Sunaryo Mukhlas, dimana dalam penelitiannya menganalisis wanprestasi
yang timbul dari akad mudharabah dari kacamata Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian inimerupakan studi putusan di Pengadilan Agama SMI. Dalam

12" jonathan Sarwono, Motode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif, Cet. ke-1
(Yogyakarta: Graha llmu, 2006), him. 23.



perelitian  ini  menekankan pentingnya kejelasan dan  konsistensi dalam
pelaksanaan kontrak mudarabah dan penerapan prinsip-prinsip figih Islam dalam
perselisinan tentang kewajiban dalam perjanjian, sehingga tidak ada yang yang
dirugikan.'® Saudara Taufik Siregar dkk, juga melakuakn penelitian tentang
wanprestasi, Tauflk ddalm penelitiannya menyoroti terkait dengan hubungan
hukum yang disebabkan wanprestasi dalam hutang piutan dari tinjauan yuridis.
Taufik memaparkan bahwa akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian
mewajibkan adanya ganti rugi, atau pembatalan akad, peraihan resiko, dan sampai
pada pembayaran biaya perkara jika digugat ke ranah litigasi.**

Di jurnal Tata Muna ada juga penelitian yang membahas tentang
wanprestasi. Penelitian ini di tulis oleh Moh. Fikrun dengan judul penelitian
“Aspek Hukum Perdata Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Piutang
Tanpa Jaminan”. Fikrun memaparkan bahwa perjanjian utang piutang tanpa
jaminan adalah tetap sah dan mengikat selama memenuhi unsur-unsur formil yang
diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Namun akibat hukum wanprestasi utang-
piutang tanpa jaminan adalah pihak kreditur rentan dirugikan disebabkan kelalaian
debitur.®> Saudara Misael Leo Nard Haganta Tarigan, salah satu peneliti yang
juga membahasa tentang wanprestasi. Penelitiannya membahas tentang analisis

pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang wanprestasi jual beli rumah. Hasil

13 padlan Padilah and Oyo Sunaryo Mukhlas, “Wanprestasi Dalam Akad Mudharabah :
Analisis Hukum Ekonomi Syariah Pada Perkara 220/PDT.G/2024/PA.SM,” Jurnal Hukum
Ekonomi Syariah, Vol. 8, no. 1 (2025): 31-42.

14 Taufik Siregar, Isnaini, and Jandrias Tarigan, ““Tinjauan Yuridis Terhadap Hubungan
Hukum Karena Wanprestasi Di Dalam Hutang Piutang,” Penegak Hukum, Vol. 1, no. 05 (2014):
191-216.

15 Moh. Fikrun, “Aspek Hukum Perdata Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang
Piutang Tanpa Jaminan,” Jurnal Tana Mana, Vol. 6, no. 2 (2025): 217-23.
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penelitiannya  menemukan bahwa hakim menyatakan tergugat telah
melakukan wanprestasi berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdata, dan mengacu pada
asas pacta sunt servanda (Pasal 1338 KUHPerdata), penggugat berhak atas
pengembalian uang dan bunga sebagai ganti rugi sesuai Pasal 1243
KUHPerdata. Putusan ini mempertegas kekuatan mengikat perjanjian meskipun
objek belum diserahkan secara fisik.®

Penelitian yang ditulis oleh 1za Hanifuddin'’ dengan Penelitiannya yang
berjudul “Ganti Rugi Perspektif Figh Ekonomi” mengulas soal ganti rugi tetapi
juga membahas soal denda dengan bahasa yang berbeda yakni Diman. Penelitian
ini bersifat normatif yang mengulas soal ketentuan fikih dan pendapat ulama
mengenai ganti rugi dan denda. Hasil Penelitian ini menyatakan bahwa denda
sering kali disebut ganti rugi atau kompensasi dalam konteks ekonomi yang dalam
impelementasinya bergantung pada apakah ia berupa penggantian (7a 'wid),
pembayaran tunggakan utang (Garamah), atau penanggungan (Diman).

Hamli Syaifullah®® dengan judul Penelitiannya “Ta'wid dan Ta'zir
Perspektif Mufassir Klasik dan Implementasinya di Bank Syariah” mengulas ganti
rugi dan denda dalam pandangan al-Baidawi dan al-Razi. Syaifullah menyatakan
bahwa penerapan Ta'wid dan Tazir pada Bank Syariah di Indonesia tidaklah
bertentangan dengan syariah menurut pandangan al-Baidawi dan al-Razi, dengan

argumentasi bahwa penerapan Ta'wid dan Ta’zir pada Bank Syariah bertujuan

16 Misael Leo Nard Haganta Tarigan et al, “Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli
Rumah,” Locus : Jurnal Konsep llmu Hukum Vol. 5, no. Juli (2025).

' Iza Hanifuddin, “Ganti Rugi Perspektif Figh Ekonomi,” Muslim Heritage, Vol. 5: 1
(2020), hlm.1-26.

18 Hamli Syaifullah, “7a'wid Dan Ta'zir Perspektif Mufassir Klasik Dan
Implementasinya Di Bank Syariah,” MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance, Vol. 5: 1
(2021), him. 27-42.
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sebagai Sad al-Zari’ah untuk menjahui terjadinya kerugian para pihak yang akad,
termasuk untuk menekan terjadinya Non Performing Loan (NPL) atau Non
Performing Finance (NPF). Namun demikian, menurut Syaifullah penerapan
Ta'wid dan Ta zir di Bank Syariah harus tetap mengacu pada Fatwa-Fatwa DSN-
MUIL.

Hal serupa terkait dengan konsep ganti rugi yang di teliti oleh  Titin
Apriani dengan Penelititnnya yang berjudul “Konsep Ganti Rugi Dalam
Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam
KUHPerdata” Di temukan bahwa ganti rugi yang disebabkan oleh PMH dan
wanprestasi adalah berbeda. Ganti rugi karena wanprestasi diatur dalam Buku Il
KUHPerdata, yang dimulai dari Pasal 1243 KUHPerdata s/d Pasal 1252
KUHPerdata, sedangkan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum diatur
dalam Pasal 1365 KUHPerdata di temukan bahwa ganti rugi antara PMH dan
wanprestasi adalah berbeda.’® Judul Penelitian “Ganti Rugi Terhadap Perbuatan
Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata” yang di tulis
oleh Syaiful Badri dkk. Penelitian ini mengkaji konsep hukum dari perbuatan
melawan hukum dan wanprestasi dalam hukum perdata Indonesia serta tuntutan
ganti rugi yang diakibatkannya. Hal ini di picu oleh Kketidakjelasan dan
ketidakkonsistenan ~ dalam  penerapan  ketentuan  ganti rugi  sering  Kali
menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi pihak-pihak yang
terlibat. enelitian ini menemukan bahwa ketentuan ganti rugi dalam kasus

wanprestasi dan perbuatan melawan hukum diatur secara berbeda dalam

Y9 Titin Apriani, “Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan
Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam Kuh Perdata,” Jurnal Ganec Swara \ol. 4, no. 2
(2021): 929-34.
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KUHPerdata, dengan elemen ganti rugi seperti biaya nyata (damnum emergens)
dan keuntungan yang hilang (lucrum cessans).?°

Endi Suhadi dkk, juga membahasan tentang ganti rugi, dengan judul
Penelitiannya “Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Perjanjian Jual Beli
Online Dikaitkan Dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen”?' Di sisi lain juga ada Penelitian yang
membahas tentang tuntutan ganti rugi, hal ini sebagaimana Penelitiannya saudara
Elsi Safitri dkk,?” dengan judul Penelitiannya “nalisis Tuntutan Ganti Rugi Akibat
Wanprestasi dalam Kontrak Pengadaan Sarana Penunjang NICU dan Bedah
Saraf’. Dalam peneltiannya membahas penyebab terjadinya wanprestasi dalam
kontrak pengadaan jasa konstruksi yang menyababkan adanya tuntutan ganti rugi.

Penelitian yang berjudul “Kajian Model Penalaran Hukum yang Dilakukan
Hakim atas Denda 7a’zir pada Akad Pembiayaan Murabahah™ yang di tulis oleh
Dewi Sukmana Kristianti.® Penelitian mengkaji putusan hakim PA Purbalingga di
kasus Nomor 1039/Pdt.G/2014/PA.Pbg, Penelitian ini mengkaji cara berfikir
hakim dan legal reseoning yang digunakan hakim untuk memutuskan pengenaan

denda (Ta'zir) akibat tunggakan membayar angsuran permodalan Murabahah.

Berdasarkan Penelitian  Dewi, majelis hakim dalam putusan Hakim PA

20 Syaiful Badri, Pristika Handayani, and Tri Anugrah Rizki, “Ganti Rugi Terhadap
Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata,” Jurnal USM Law
Review Vol. 7, no. 2 (2024): 6-7.

2! Endi Suhadi and Ahmad Arif Fadilah, “Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Wanprestasi
Perjanjian Jual Beli Online Dikaitkan Dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen,” Jurnal Inovasi Penelitian Vol. 2, no. 7 (2021): 1967-77.

22 Elsi Safitri and Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman, “Analisis Tuntutan Ganti Rugi
Akibat Wanprestasi Dalam Kontrak Pengadaan Sarana Penunjang NICU Dan Bedah Saraf,”
Jurnal USM Law Review Vol. 7, no. 1 (2024): 144-62.

23 Kristianti, “Kajian Model Penalaran Hukum Yang Dilakukan Hakim Atas Denda 7a zir
Pada Akad Pembiayaan Murabahah.”
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Purbalingga dalam Perkara Nomor 1039/Pdt.G/2014/PA.Pbg menggunakan
kerangka pemikiran dan penalaran positivisme hukum. la mengklaim cara berpikir
seperti ini dapat dilihat dari sudut pandang ontologis yang hanya
mempertimbangkan akad yang disepakati para pihak, khususnya akad murabahah.
Hakim hanya dapat menyimpulkan secara logis pengertian yuridis hukum dari
fakta hukum. Hakim menggunakan metode penalaran pada tataran sumber hukum
normatif dan logika. Dewi menyimpulkan, model penalaran hukum dan cara
berpikir hakim masih sebatas penafsiran tekstual-otentik yang sangat legalistik
dan mekanistik. la menyatakan bahwa ketika mengambil keputusan dalam
permasalahan Ekonomi Syariah, pengadilan tidak berusaha mempertimbangkan
metode alternatif dengan menerapkan pendekatan ekonomi berdasarkan efisiensi,
utilitas, dan kebermanfaatan. Ciri aksiologis pengenaan denda Ta'zir dalam
Perkara Nomor 1039/Pdt.G/2014/PA.Pbg tidak memperhitungkan tujuan lain
yang harus dicapai oleh pengertian hukuman (Ta'zir) dalam hukum Islam;
sebaliknya, hal ini terutama dimaksudkan sebagai upaya represif atau hukuman.
Disertasi yang di ditulis oleh Hasanuddin dengan judul “Gugatan Ganti
Rugi Perdata Terhadap Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Di Bidang

924

Kewenangan Pengadilan Agama. Hasanuddin mengkaji dua permasalahan:
bagaimana Pengadilan Agama menangani tuntutan penggantian rugi perdata
akibat cidera anji dan PMH vyang berada di wilayah hukumnya, dan mengapa

perkara penggantian rugi perdata tertentu dan PMH yang berada di wilayah

24 Hasanuddin, “Gugatan Ganti Rugi Perdata Terhadap Wanprestasi Dan Perbuatan

Melawan Hukum Di Bidang Kewenangan Pengadilan Agama: Kajian Penegakan Hukum
Proresif,” Disertasi doktor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijag Yoggyakarta, (2019).
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hukumnya diajukan ke Pengadilan Negeri. Hasanuddin menemukan terdapat
beberapa perbedaan pendapat kewenangan berupa pengecualian terhadap
kewenangan mutlak atas suatu perkara hukum, baik yang diadili di Pengadilan
Agama maupun di Pengadilan Umum, yang putusan hakimnya berbeda. Dia
menilai, ini diakibatkan Pasal 50 UU No. 3/2006 kurang jelas, sedangkan undang-
undang lain belum memperbarui peraturan Mahkamah Agung. la berpendapat,
ketentuan PERMA No0.14/2016 dan PERMA No. 2/2015 patut dikonsultasikan
dalam menyelesaikan permasalahan di bidang Ekonomi Syariah mengenai
kompensasi wanprestasi dan/atau PMH. Sementara itu, harus merujuk pada
ketentuan perundang-undangan yang jadi kewenangan Peradilan Umum di luar
bidang Ekonomi Syariah. Hasan menemukan bahwa banyak keputusan hanya
menjalankan hukum positif, khususnya KUHPerdata, tanpa mempertimbangkan
prinsip-prinsip  hukum Islam, dan banyak kasus yang tidak sesuai dengan
persyaratan undang-undang untuk mengajukan tuntutan hukum..

Disertasi yang berjudul “Disparitas Penerapan 7a zir Dan Ta 'wid Akibat
Wanprestasi Dalam Perkara Ekonomi Syariah (Studi Putusan-Putusan Pengadilan
Agama (PA) Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta) yang ditulis
olehThalis Noor Cahyadi.”® Dalam Penelitian ini membahas tentang perbedaan
putusan sengketa yang sama Yyang diperiksa di satu PA, tetapi dalam membuat
pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama tidak memiliki pemahaman yang

seragam mengenai Ta zir dan Ta'wid, akibatnya petitum tidak diterima, bahkan

25 Cahyadi, “Disparitas Penerapan Ta zir Dan Ta 'wid Akibat Wanprestasi Dalam Perkara
Ekonomi Syariah:Studi Putusan-Putusan Pengadilan Agama Di Lingkungan Pengadilan Tinggi
Agama Yogyakarta.”
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ditolak selurunnya. Maka dari ini, menurut Thalis harus dikaji lebih mendalam
tentang pemahaman konsep  Ta'wid dan Ta’zir  akibat wanprestasi dalam
kacamata fikin dan hukum positif, mengapa terjadi disparitas serta faktor-faktor
yang mempengaruhi terjadinya disparitas putusan hakim. Sehingga diperoleh hasil
bahwa adanya dispaitas tersbut dalam putusan yang berbeda setidaknya
dipengaruhi 3 faktor, yaitu pertama, faktor pemahaman hakim yang tidak sama
terhadap aspek hukum formil/hukum cara perdata, yang dapat dilihat dari tidak
sesuainya model perumusan diktum putusan dengan aturan yuridis acara perdata.
Kedua, faktor pemahaman hakim yang tidak sama terhadap aspek hukum materiil
Ekonomi Syariah, dapat dilihat dari legal reasoning hakim, yang ternyata tidak
update dengan perkembangan terbaru, khususnya fatwa-fatwa DSN MUI dan
SEMA vyang sesuai pada saat perkara-perkara tersebut diperiksa. Ketiga, faktor
pembuktian para pihak yang berperkara, yang mana karakteristik pertimbangan
hakim sangat diwarnai oleh bagaimana para pihak khususnya penggugat memiliki
argumentasi faktual dan hukum disertai pembuktian formil yang memadai.

Ahmad Fuad Noor Ghufron dengan judul disertasinya “Disparitas Putusan
Mahkamah Agung tentang Penyelesaian Sengketa Akad Musyarakah dan
Prospeknya  dalam  Pengembangan ~ Sistem  Hukum  Nasional”.  Dalam
Penelitiannya, Fuad menyatakan bahwa terdapat disparitas putusan Mahkamah
Agung (MA) No. 715K/Ag/l2014 dan No. 624K/Ag/l2017 yang sama-sama diadili
pada tingkat kasasi. Di mana dalam dua perkara merupakan sengketa pembiayaan
musyarakah antara kreditur dan debitur. Dalam hasil Penelitianya Fuad

mengungkap bahwa, terjadinya disparitas putusan disebabkan oleh adanya faktor
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intrepretasi  hukum oleh majlis hakim dan cendrung menggunakan Maslahah
Mursalah.?® Dian Agustin dan Ahmad Musada juga membahas tentang adanya
disparitas keberhasilan mediasi antara perkara perceraian dan sengketa ekonomi
syariah di Pengadilan Agama Surabaya. Pada Penelitian ini membahas
perbandingan keberhasilan mediasi antara sengketa perceraian dan sengketa
ekonomi sekaligus membahas faktor yang menjadi keberhasilan dan kegagalan
dalam proses bermediasi di PA Surabaya.?’

Dari 15 Penelitian diatas dengan yang Penyusun teliti adalah berbeda.
Karena objek penelitiannya berbeda, yaitu tesis ini fokus meneliti pada alasan
terjadinya perbedaan putusan dalam perkara yang sama antara perkara Nomor
370/Pdt.G/2020/Pa.Yk dan Putusan Nomor 392/Pdt.G/2021/Pa.Yk. Adapun
kesamaannya dengan Penelitian di atas, dalam Penelitian ini menyinggung
tentang ganti rugi dari timbulnya wanprestasi dari salah satu pihak yang
bersengketa.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupkan kerangka konsep atau paradigma yang disusun untuk
menganalisa suatu persoalan dan memecahkannya. Dalam riset ini, menggunakan
Teori Disparitas Putusan sebagai pisau analisisnya, sebagimana penjelasan

sebagai berikut:

26 Ahmad Fuad Noor Ghufron, “Disparitas Putusan Mahkamah Agung Tentang
Penyelesaian Sengketa Akad Musyarakah Dan Prospeknya Dalam Pengembangan Sistem Hukum
Nasional” (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, 2024).

" Dian Agustin and Ahmad Musadad, “Morality : Jurmal Ilmu Hukum Disparitas
Keberhasilan Mediasi Antara Perkara Perceraian Dan Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan
Agama Surabaya,” Morality: Jurnal llmu Hukum Vol. 9, no. 2 (2023): 193-206.
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Disparitas dalam KBBI dimaknai dengan perbedaan atau jarak.?®
Disparitas dalam kontek putusan hakim dalam memutusakan suatu perkara
merupakan suatu hal yang wajar namun jangan sampai menciderai nilai-nilai
keadilan dan kepastiam hukum diantara pecarinya. Menurut Seno Adji bahwa
disparitas ialah hal yang bisa dibenarkan selama itu dilakukan secara wajar.”

Namun adanya disparitas juga menjadi salah satu bentuk yang akan
menyababkan ketidaknyamanan diantara para pihak tertuntu yang bersengketa
terhadap aspek kepastian hukum dan bentuk perlakuan adil. Dalam disparitas
putusan ini, Penyusun dalam menganailisis dua putusan yang berbeda ini
mengacu pada faktor-faktor seagai berikut:

a. Perbedaan Pengetahuan Hakim (Epistemologi)

Faktor pengetahuan hakim dapat secara signifikan mempengaruhi putusan
yang dibuatnya. Pengetahuan hakim berfungsi sebagai fondasi penting yang
memandu proses pengambilan keputusan, memastikan bahwa putusan didasarkan
pada penalaran hukum yang kuat dan pertimbangan yang matang terhadap fakta-
fakta yang relevan. Sebagaimana diketahui bahwa putusan lahir dari proses
pemikiran hakim tentang fatkta yang terungkap di persidangan yang kemudian
dihubungkan dengan norma hukum yang ada hubungannya dengan peristiwa
konkrit. Sebab itu, kemampuan akademik seorang hakim dapat mempengaruhi
secara signifikan karena hal tersebut berkaitan dengan kemampuan hakim dalam

menganalisa, menyusun argumentasi  hukum, menyusun putusan, bahkan

%% «“Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)”, https:/kbbi.web.id/disparitas, akses 9 Juli
2025.
2% Oemar Seno Adji, Hukum-Hukum Pidana (Jakarta: Erlangga, 1984), him. 28.
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moralitas diri seorang hakim.?® Hal ini senada seperti yang di kemukakan oleh
Soekanto, bahwa hakim sebagai manusia biasa, dalam memutuskan perkara, bisa
dipengaruhi oleh faktor-faktor pendidikan formal;.>* Maka dari itulah pengetahuan
hakim merupakan salah satu unsur yang dapat mempengaru suatu putusan
walaupun perkaranya sama.

b. Perbedaan Metodologi Istinbat Hukum (Metodologis)

Istinbat hukum yang dilakukan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan
merupakan salah satu faktor utam terjadinya disparitas putusan walaupun
perkaranya sama. Hal ini dipicu oleh cara berfikir hakim yang berbeda dalam
menangangi kasus-kasus kongkrit yang ditanganinya. Salah satu bentuk istinbat
hukum oleh hakim dalam membuat keputusan adalah dari segi pola
menginterpretasikan suatu hukum.

Interpretasi hukum merupakan metode penafisiran undang-undnag atau
norma guna menemukan suatu hukum dalam peristiwva kongkrit. Maka dari itu,
hakim wajib punya kemampuan menginterpretasikan persoalan hukum dengan
bijak dan benar, guna memperoleh hasil kebijakan hukum yang benar sebagali
rujukan mengadili. Menurut Sudikno Mertokusumo, interpretasi hakim adalah

keterangan yang harus menghasilkan penerapan peraturan hukum yang dapat

30 Taufik Hidaiyat, “Kepercayaan Terhadap Putusan Pengadilan Dan Cara Ideal Menilai
Putusan,” Hukum Online.com, 2025, https://www.hukumonline.com/berita/a/kepercayaan-
terhadap-putusan-pengadilan-dan-cara-ideal-menilai-putusan-1t67d46ddc1d761/., akses 16
Desember 2025,

*1 Komisi Yudisial, Disparitas Putusan Hakim: Indentifikasi Dan Implikasi (Jakarta:
Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014), hlm. 280.
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diterima masyarakat mengenai keadaan tertentu. Metode penafsiran ini merupakan
suatu cara atau instrumen untuk menentukan apa yang tersirat dalam peraturan.*?

Interpretasi hukum yang bervariasi merupakan salah satu faktor utama
yang menyebabkan munculnya disparitas putusan, yaitu perbedaan perlakuan atau
hukuman terhadap perkara dengan karakteristik yang serupa. Hal ini terjadi karena
hakim memiliki kebebasan dan kemandirian dalam menafsirkan teks undang-
undang yang seringkali tidak memberikan rumusan eksplisit untuk setiap
peristiwva hukum. Kebebasan hakim disini dikenal dengan istilah diskresi. Dalam
KBBI Diskresi bermakna kebebasan mengambil keputusan sendiri dalam setiap
situasi yang dihadapi.®®> Diskresi hakim dapat dipahami sebagai kebebasan
seorang pejabat untuk menjalankan kekuasaannya menurut pertimbangannya
sendiri.3* Diskresi ditujukan untuk mengisi kekosongan hukum serta memberikan
kepastian hukum.

Adanya diskresi hakim dalam memutuskan suatu hukum adalah
diletigimasi oleh adanya undang-undang kehakaminan yaitu, Nomor 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana hakim disini punya hak kebebasan
menentukan sikap, kebijakan kebebasan pikiran dan kebebasan untuk memeriksa,
mengadili dan memutus perkara yang masuk padanya.®® Sebagaimana peraturan

tersebut di kuatkan dengan Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara

%2 sudikno Mertokusumo and A. Pitlo, Penemuan Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti,
1993).

% “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): Kamus Versi Online/Daring (Dalam
Jaringan),” accessed December 11, 2025, https://kbbi.web.id/diskresi.

% A. Jamil, Cut Aja Sela Nirmala, and Inge Maulidina Putri, “Diskresi Hakim Dalam
Memutuskan Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Sukadana,” Syakhshiyyah Jurnal
Hukum Keluarga Islam 3, no. 1 (2023).

%° Pasal 5
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Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu bahwa “Kekuasaan Kehakiman merupakan
kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan
hukum dan Kkeadilan. Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan
sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang”.

Dengan dasar undang-undag tersebut hakim memiliki wewenang absolut
untuk membuat keputusan berdasarkan pertimbangan dan hati nuraninya dalam
batas-batas hukum terutama pada kasus yang tidak jelas dan ambigu dasar
hukumnya. Penggunaan diskresi berpotensi menyebabkan adanya disparita dalam
penjatuhan suatu putusan, karena sebagai upaya mengisi kekosangan suatu
hukum.

c. Ketidaksamaan Pembuktian

Perbedaan kualitas pembuktian (kekuatan alat bukti, keakuratan fakta)
adalah salah satu faktor utama penyebab disparitas putusan hakim dalam hukum
acara perdata maupun pidana, karena hakim menilai bukti secara subjektif
berdasarkan keyakinan dan nuraninya, sehingga kasus serupa bisa menghasilkan
putusan berbeda jika bukti atau cara penilaiannya berbeda, mencerminkan
tantangan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Bukti surat, saksi, atau
keterangan ahli yang diajukan bisa punya bobot berbeda. Bukti yang lebih kuat
(misalnya akta otentik yang valid) akan lebih meyakinkan daripada keterangan
saksi yang samar. Itu semua akan sangat mempengaruhi terhadap putusan hakim.

Menurut pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti
meliputi  bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan,

pengakuan, dan sumpah. Alat bukti yang diajukan dalam persidangan perdata


https://www.google.com/search?q=disparitas+putusan+hakim&client=firefox-b-d&hs=kmc9&sca_esv=f08c6aca23dd25bd&ei=-s06adHzEsmp4-EPl_CYmAc&ved=2ahUKEwjnqfDs2LWRAxVByqACHe-ABiIQgK4QegQIARAB&uact=5&oq=Perbedaan+kualitas+pembuktian+menjadi+faktor+disparitas+putusan+hakim+dalam+kasus+perdata&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiWVBlcmJlZGFhbiBrdWFsaXRhcyBwZW1idWt0aWFuIG1lbmphZGkgZmFrdG9yIGRpc3Bhcml0YXMgcHV0dXNhbiBoYWtpbSBkYWxhbSBrYXN1cyBwZXJkYXRhSABQAFgAcAB4AZABAJgBAKABAKoBALgBA8gBAPgBAZgCAKACAJgDAJIHAKAHALIHALgHAMIHAMgHAIAIAA&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfCUFusVFx7EJ7IXhhJ_eUdufJIv21DulkkMKP5K65DOLsi1owRnWPfk3Lyx3difNIMOsXWL_Ojn6ZocWjJMvej1hkKbMgUssPxiswGUsdNnb4xzR6lpbH0KTGPpsJHwqoE&csui=3
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memiliki beberapa jenis kekuatan, meliputi; Bukti lemah, bukti sempurna, bukti
pasti/menentukan, bukti yang mengikat, bukti sangkalan.*®

F. Metode Penelitian

Metode riset adalah upaya memahami persoalan atau masalah yang terjadi dimuka
bumi. Pada hakikatnya metode Penelitian ini merupakan suatu pendekatan ilmiah
dalam mengumpulkan data untuk tujuan dan sasaran tertentu.*’
1. Jenis Penelitian

Metode Penelitian dalam riset ini menggunakan Penelitian Kkualitatif.
Adapun jenis Penelitiannya adalah studi kepustakaan (library reseach). Menurut
Abdul Rahman Sholeh, penelitian kepustakaan (library research) ialah penelitian
yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menempatkan
fasilitas yang ada di perpus,seperti buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah
sejarah.®® Literatur yang diteliti tidak terbatas pada buku-buku tetapi dapat juga
berupa bahan-bahan dokumen vyaitu berupa putusan hakim, jurnal, dan peraturan
perundang-undangan. Titik tekan dari library research adalah pada bahan pustaka

tanpa melakukan riset lapangan.®.

% Nadia Towenty Febri Yanti Br.Manihuruk et al.,, “Analisis Putusan Hakim Terhadap
Pertimbangan Alat Bukti Dalam Perkara Waris (Studi Kasus Putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN
Wates),” Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan Vol. 2, no. 1
(2025).

37 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, Cet. ke-23 (Bandung:
Alfabeta, 2016), him. 2.

%8 Abdul Rahman Sholeh, Pendidikan Agama Dan Pengembangn Untuk Bangsa (Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 2005).

%9 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,
2004).
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2. Sifat Penelitian
Penelitian ini  bersifat  deskriptif-analitis. Tujuan Penelitian  deskriptif
adalah untuk memberikan gambaran obyektif tentang suatu kejadian tertentu.*® Di
sisi lain, Penelitian analitik ialah melibatkan pemeriksaan menyeluruh terhadap
fakta atau data yang dikumpulkan untuk mendapatkan pemahaman lebih dalam
tentang fenomena yang diteliti. Dalam Penelitian ini Penyusun mengkaji dengan
cermat korelasi dan pola yang muncul dari data selain mendeskripsikan informasi
yang sudah ada.*! Berdasarkan sifat peneltian ini adalah untuk mendeskripsikan
terkain dengan adanya disparitas putusan dengan jenis sengketa yang sama oleh
hakim dan pengadilan yang sama.
3. Pendekatam Penelitian
Dalam Penelitian ini  menggunkan pendekatan normatif. Pendekan
normatif adalah Penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, norma, dan
peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibicarakan.*? Dimana
Penelitian, pendekatan normatif di gunakan untuk menganalisis norma hukum
yang berkaitan dengan wanprestasi, ganti rugi, dan pembiyaan mudarabah dalam
perkara No. 392/PDT.G/2021/PA.YK dan No0.370/PDT.G/2020/PA.YK.
4. Sumber Data
Untuk mendapatkan data yang akan dihimpun, maka yang menjadi sumber

datanya adalah:

0 Elvis F. Purba and Parulian Simanjuntak, Metode Penelitian (Medan: Universitas
HKBP Mommensen, 2012).

*1 Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20 (Bandung:
Alumni, 1994).

2 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Universitas Indonesia,
2007).
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a. Sumber Utama (Primer)

Data primer adalah data yang diperoleh Penyusun dari objek Penelitian yaitu
putusan sengketa Ekonomi Syariah No. 392/PDT.G/2021/PA.YK dan
N0.370/PDT.G/2020/PA.YK dan wawancara kepada hakim yang bersangkutan.

b. Sumber Tambahan (Skunder)

Yaitu data yang didapatkan dari sumber penunjang guna memperterang data
primer, berupa data pustaka yang berhubungan dengan objek riset. Antara lain
data tersebut Penyusun peroleh dari Undang-undang, fatwa DSN-MUI, KHES,
jurnal, tesis, desertasi, al-Qur’an, hadits dan buku serta literature lain yang relevan

dengan Penelitian Penyusun.

5. Teknik Pengumpulan Data
Karena riset ini adalah riset lapangan, pengumpulan data yang kami
gunakan adalah:
a. Dukumentasi
Metode dukumentasi merupan metode dimana Penyusun mengumpulkan
data yang berupa gambar, tulisan atau karya monomental orang.** Dimana data
pustaka dalam objek penelitian ini, penyusun menggunakan putusan hakim,
peraturan  perundang-undangan, buku, jurnal, tesis, disertasi dan bahan
kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian penyusun.
b. Interview (wawancara)
Menurut Esterberg (2002) Interview dalah pertemuan ketika dua individu

bertukar pikiran dan informasi melalui pertanyaan dan tanggapan untuk

- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, ..... him. 241.
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menciptakan makna pada suatu topik tertentu..** Tujuan dari wawancara ini untuk
mencari informasi, keterangan, atau penjelasan yang berkaitan dengan pokok
Penelitian agar mendapatkan data akurat, jelas lagi terpercaya dari para informan-
informan terkait masalah yang diteliti.
Adapun metode wawancara yang akan dipakai adalah dua macam, yaitu:
1) Wawancara bebas, di mana pewawancara punya kebebasan
bertanya apa saja, tetapi harus ingat datayang perlu dikumpulkan.*
Jadi, model interview yang dilakukan Penyusun dengan narasumber
ialah tidak resmi.
c. Interview terpimpin, ialah berwawancara secara resmi dengan
membawa draf pertanyaan.*® Jenis wawancara ini disebut juga dengan
wawancara formal.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah Penelitian tesis, maka Penyusun membagikan sub
pembahasan tesis tersebut dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Pada bab pertama merupakan bab pendahuluan yang mengenai A) Latar
Belakang Masalah, B) Rumusan Masalah, C) Tujuan Dan Kegunaan Penelitian,
D) Telaah Pustaka, E) Kerangka Teoritik, F) Metode Penelitian, Dan G)
Sistematika Pembahasan.

Pada bab dua ini berisi tentang Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Ekonomi

Syariah yang terdiri dari pembahasan mengenai: A) Konsep Wanprestasi Dalam

** Ibid.,hIm. 231..
% suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek, Cet. ke-12
(Jakarta: 4F;T. Rineka Cipta, 2002), him.132.
Ibid.
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Ekonomo Syariah yang meliputi. 1. Pengertian Wanprestasi, 2. Dasar Hukum
Wanprestasi, 3. Bentuk-Bentuk Wanprestasi, 4. Unsur-Unsur Wanprestas, 5.
Akibat Hukum Wanprestasi B) Konsep Ta'wid Dalam Fikih Muaalah, yang
meliputi: 1. Dewunisi Ta 'wid, 2. Dasar Hukum Ta'wid, 3. Syarat Penjatuhan
Ta'wid, 4. Bentuk-Bentuk 7a 'wid, C) Konsep Pertimbangan Hukum Hakim
(Judicial Reasoning), yang meliputi. 1. Dasar Normatif, 2. Dasar Syariah, 3.
Dasar Empiris (Fakta Persidangan), D) Sengketa Ekonomi Syariah.

Pada bab tiga ini berisi tentang Perkara Pembiyaan Mudarabah yang
terdiri dari pembahsan : A) Konsep Pembiyaan Dalam Ekonomi Syariah yang
meliputi: 1. Konsep Pembiayaan, 2. Konsepsi Akad, 3. Konsep Mudarabah, B)
Kuantitas Perkara ~ Wanprestasi, C). Gambaran ~ Putusan ~ Nomor
370/Pdt.G/2020/Pa. YK dan Nomor 392/Pdt.G/2021/Pa. YK.

Pada bab keempat ini menguraikan tentang hasil penelitian tentang analisis
Disparitas Putusan Ganti Rugi (7a 'wid) yang meliputi : A) Pertimbangan Hukum
Hakim Tentang Pengenaan 7a'wid Dalam Sengketa Wanprestasi Ekonomi
Syariah dan B) Disparitas Putusan Hakim Tentang Pengenaan 7a 'wid Dalam
Sengketa Wanprestasi Ekonomi Syariah.

Pada bab kelima berisi kesimpulan dan saran mengenai apa yang telah
diuraikan dalam bab hasil Penelitian dan pembahasan, serta mencoba memberikan
saran dan masukan yang diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan
dan informasi mengenai terjadinya disparitas putusan oleh hakim yang sama

dalam perkara yang sama di peradilan yang sama



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Terjadinya disparitas putusan pengenaan ganti rugi (7a 'wid) dalam dua perkara

yang sama oleh hakim yang sama dapat ditarik benang merah:
1. Pertimbangan hakim dalam dua putusan tersebut mengacu pada :

a. Norma Perundang-Undangan
b. Penilaian hakim terhadap bukti kerugian riil (actul loss)

c. Penilaian unsur wanprestasi dalam akad syariah

2. Terjadinya disparitas putusan dalam dua perkara yang sama ini setidaknya

dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu:

a. Faktor Epistemologi (pengetahuan hakim), disini faktor ini tidak

mempengaruhi adanya disparitas putusan karena yang menjatuhkan
putusan hanya ketua majlis hakimnya yang benar-benar memiliki
kompetensi dan kapasitas menangani sengketa ekonomi syariah,
sedangkan anggota majlis hakimnya dalam dua perkara tersebut tidak
mempunyai kompetensi dan kapasitas di bidang sengketa ekonomi
syariah, sehinga anggota majlis hakim ini tidak ikut serta dalam
melakukan ijtinad dan istinbat hukum dalam penjatuhan putusan.

. Faktor Metodologis (istinbat hukum hakim), di perkara Nomor
370/Pdt.G/2020/Pa.Yk, hakim melakukan istinbat hukum dalam
penjatunan ganti rugi, hakim menggunakan pola penafsiran tektualis.

Dimana hakim fokus dalam pertimbangan hukimnya merujuk pada
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bunyi pasal KUHPerdata dan KHES secara ketat, sedangakan pada
perkara Nomor 392/Pdt.G/2021/PA.YK, hakim dalam melakukan
istinbat hukum menggunakan pola penafsiran sosiologis, dimana
hakim selain juga merujuk pada bunyi teks undang-undang juga
mempertimbangkan kondisi sosial termohon,

c. Faktor Empiris (kualitas pembuktian), dimana disini terjadinya
disparitas putusan dikarenakan berbedanya dukumen yang diajukan,
berbedanya fakta persidangan, dan nominal tanggungan serta
marginnya.

B. Saran atau Rekomendasi

Penelitian ini jauh dari kata sempurna sehingga perlu dilakukan penelitan lebih
lanjut seperti diteliti dari aspek penalaran hakim (lIstidlal al-Hukmi/Legal
reseoning) baik dari dari kacamata filsafat hukum dan ushul figih dan lain
sebagainya. Dengan begitu, disparitas putusan dalam perkara yang sama secara
kasat mata tidak dipandang sebagai putusan yang tidak adil yang cuma terkesan

mengutamakan aspek kepastian hukum saja.
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